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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 Tahun
1945 (sebelum perubahan) menjelaskan bahwa, Dalam teritori Negara
Indonesia seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan
Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan
asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
Dari penjabaran Undang-Undang diatas wilayah daerah di Sumatera Barat
(Minangkabau) memiliki keistimewaan, dimana yang disebut dengan Desa di

wilayah lain, di Sumatera Barat (Minangkabau) desa disebut dengan Nagari.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa/daerah yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pasal
1 Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No.241 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.ﬁ

Aspek Hukum merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis

maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib didalam masyarakat dan

! Kusnaedi, 1995, Membangun Desa, Jakarta: PT.Penebar Swadaya, hlm 3
2 http://www.jdih.kemenkeu.go.id/full Text/2014/241~PMK.07~2014Per. HTM, Diakses pada
Pada Tanggal 16 Juni 2020 pukul 15:37 WIB.
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terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Hukum memiliki
beberapa unsur, yaitunya:
1. Adanya peraturan/ketentuan yang memaksa

2. Berbentuk tertulis maupun tidak tertulis

[98)

Mengatur kehidupan masyarakat

o

Memiliki sanksi.ﬁ
Hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia oleh

kekuasaan dikatakan sah bukan hanya dalam keputusan (peraturan-peraturan
yang dirumuskan) melainkan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan
hukum harus sesuai dengan hukum kodrat. Dengan kata lain hukum harus
sesuai dengan ideologi bangsa sekaligus sebagai pengayom rakyat.l]

Mengenai dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana
Desa agar bisa sesempurna tujuan tentang Dana Desa itu sendiri. Skenario
awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang
dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat
menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke
daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat
menjadi pemicu pembangunan daerah.ﬁ

Pernyataan Nagari juga ditegaskan dalam Perda Sumatera Barat Nomor
7 tahun 2018 tentang Nagari. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap

Desa/Nagari, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi, kewenangan, serta

://sukses-since.blogspot.com/2011/04/pengertian-dari-aspek-hukum.html, Diakses Pada
Tanggal 28 April 2020 pukul 16.17 WIB.

* A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat
Indonesia, Kansius, Yogyakarta, 1990, him. 113

5 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa, Diakses Pada Tanggal 08 April 2020
pukul 22.58 WIB.
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memperkuat  kedudukan masyarakat Desa/Nagari sebagai  subyek
pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa
yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.ﬁ
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer
kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap
Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah
desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%),
dan angka kemiskinan (50%). Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya
langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan diluar dana
Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa, dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: Dana Desa Yang
Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam
rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana
Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan
dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.l]

Berdasarkan pengesahan Dana Desa pada Tahun 2020 pemerintah
Indonesia telah melakukan percepatan pencairan Dana Desa yang
dialokasikan sebesar Rp 72 triliun untuk 74.953 desa diseluruh Indonesia.

Pencairan tahap I telah dilakukan pada 28 Januari 2020. Porsi penyaluran

¢ Ibid

7 https://www kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf, Diakses Pada Tanggal
28 April 2020 pukul 16.23 WIB.
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Dana Desa juga mengalami perubahan, dimana tahap 1, II, dan III
masing-masing disalurkan sebesar 40 persen, 40 persen, dan 20 persen.
Sebelumnya porsi penyaluran Dana Desa yaitu 20 persen, 40 persen, dan 40
persen.ﬁ
Menurut data kementrian keuangan, selain perubahan porsi penyaluran,

formulasi Dana Desa juga berubah menjadi dana Alokasi Dasar (AD),
Alokasi Afirmasi (AA), Alokasi Formula (AF), dan formula yang baru yaitu
Alokasi Kinerja (AK).ﬁ

Jenis-Jenis pendapatan Desa terbagi menjadi dua bagian yaitunya
Pendapatan Derah Asli dan Bantuan Pemerintah. Pendapatan Daerah Asli
mencakup kekayaan desa, swadaya masyarakat, pungutan desa dan
pendapatan lain-lain yang sah, sedangkan Bantuan Pemerintah mencakup
bantuan pemerintah pusat, bantuan pemerintah tingkat I dan II, sebagian pajak
retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sahﬂ

Penyaluran Dana Desa tahap I sebesar 40 persen ini dimulai dari
Januari 2020, tahap II paling cepat dilakukan bulan Maret 2020 dan paling
lambat minggu ke empat Agustus 2020, sedangkan tahap III paling cepat
bulan Juli 2020. Untuk Pemerintah Daerah yang berkinerja baik, penyaluran
Dana Desa akan dilakukan 2 tahap dengan porsi 60 persen untuk tahap I dan
40 persen untuk tahap II, tujuannya agar manfaat Dana Desa ini lansung di

rasakan masyarakat.l‘jl

8 Herman, https://www .beritasatu.com/nasional/599623-pencairan-dana-desa-dipercepat-tiap-d
esa-terima-rp-96059-juta, Diakses Pada Tanggal 08 April 2020 pukul 23.39 WIB.

o Ibid

1 A. W. Widjaja, 1996, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, Jakarta : Raja Grafindo
Persaja, him 64

1 Jbid.
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Dana Desa berlaku di Kabupaten Solok Selatan yaitu pada tahun 2015.
Perkembangan penggunaan Dana Desa di Solok Selatan cukup bagus, dimana
dilihat dari aspek pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan
sumber daya manusia di Kabupaten Solok Selatanﬂ

Dari awal berlakunya Dana Desa tersebut sudah banyak melakukan
bukti nyata dari tahun ke tahun misalnya seperti pembangunan jalan ke daerah
yang terpencil, pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan posyandu,
pembangunan sarana publik dan sarana olahraga masyarakat, serta
pembangunan UMKM di masyarakat. Berdasarkan pra penelitian dengan
Bapak Zoni Marjis selaku Wali Nagari di Nagari Pasir Talang Selatan pada
tahun 2020 ini perkembangan penggunaan Dana Desa di Solok Selatan juga
telah dirasakan oleh masyarakat, sebagai contohnya saja penyaluran dana
bantuan lansung tunai (BLT) yang telah diserahkan lansung kepada
masyarakat melalui pihak nagarinya yang dimana dana tersebut berasal dari
anggaran Dana Desa Kabupaten Solok Selatan.

Serapan Dana Desa di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat, pada
2019 mencapai Rp 93,1 miliar atau 94,4 persen dari total pendapatan Rp 96,6
miliar."Seluruh laporan keuangan Nagari (desa adat) sudah masuk semuanya
dengan besar serapan mencapai 94,4 persenﬂ

Dinas Sosial Kabupaten Solok Selatan akan melakukan pengecekan
kebenaran tentang penggunaan dana desa tersebut, kalau ada yang tidak sesuai
maka wali nagarinya akan di panggil. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan

Masyarakat Desa/Nagari mengatakan pada 2019 Alokasi Dana Desa (ADD)

13Muhammaquﬁl,httDs://reoublika.co.id/berita/q52qwi430/serapan-dana—desa—di—solok-selaﬂ
an-2019-capai-94-persen, Diakses Pada Tanggal 09April 2020 pukul 00.07 WIB.
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sebanyak Rp 51,3 miliar dan Dana Desa (DD) Rp 43,4 miliar. Sedangkan
untuk pendapatan seluruh Nagari pada 2019 mencapai Rp 96,6 miliar yang
berasal dari ADD, DD, Pendapatan Asli Nagari (PAN)ﬂ

Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah ( BHPRD) dan pendapatan lainnya

yang sah. Alokasi Dana Desa pada 2020 untuk Nagari di Kabupaten| Solok

Selatan mengalami peningkatan dibanding 2019. Pada 2020 alokasi DD Rp
44,9 miliar dimana tahun sebelumnya hanya Rp 43,4 miliar sedangkan ADD
naik dari Rp 51,3 miliar menjadi Rp 52,4 miliar pada 2020ﬂ

Untuk penggunaan Dana Desa pada tahun 2020 Pemerintah Daerah
mengimbau Wali Nagari memanfaatkannya untuk meningkatkan sumber daya
manusia serta untuk mengurangi angka kemiskinan."Wali Nagari harus
memiliki inovasi dalam pemanfaatan Dana Desa supaya bermanfaat bagi
masyarakat sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan". Selain itu, dalam
penggunaan Dana Desa pihak Nagari harus mengikuti aturan yang berlaku
dan jangan sampai Wali Nagari tersangkut kasus hukumﬂ

Berdasarakan hasil latar belakang permasalahan diatas penulis
melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu : “ASPEK HUKUM
PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI
NAGARI PASIR TALANG SELATAN KECAMATAN SUNGAI PAGU

KABUPATEN SOLOK SELATAN”.

™ Ibid
5 Ibid
6 Ibid.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarakan uraian pada latar belakang masalah diatas maka rumusan
masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :
1.Bagaimanakah penggunaan Dana Desa di Nagari Pasir Talang Selatan
Kabupaten Solok Selatan?
2.Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari Pasir
Talang Selatan dalam penggunaan Dana Desa?
3.Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Pasir Talang
Selatan dalam penggunaan Dana Desa?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarakan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diatas,
maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :
1.Untuk menganalisa penggunaan Dana Desa di Nagari Pasir Talang Selatan
Kabupaten Solok Selatan.
2.Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari
Pasir Talang Selatan dalam penggunaan Dana Desa.
3.Untuk menganalisa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Pasir
Talang Selatan dalam penggunaan Dana Desa.
D. Metode Penelitian
Metode penelitian sangat penting guna mendukung penulis dalam
mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :
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1. Jenis Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian hukum sosiologois, yaitu merupakan penelitian lapangan yang
didasarkan pada data primer atau dasarﬂ
2. Sumber Data
Penelitian menggunakan dua macam sumber data, yaitu :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan pihak
responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian di lokasi
penelitian dengan menggunakan teknik wawancara lansung kepada
pihak-pihak yang sesuai dengan objek penelitian. Wawancara
merupakan teknik dalam memperoleh data/keterangan melalui tanya
jawab dengan cara bertatap muka dan berkomunikasi lansung dengan
respondenﬁ
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan
keputusan hukum. Bahan penelitian yang dipergunakan dalam
penelitian ini meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum

sekunder, sebagai berikut :

7 Soerjono Soekanto & Srim Mamuji, Penelitian Hukum Normatif/Suatu Tinjauan
Tingkat, Rajawali Pers, Jakarta: hlm. 14 -16

8 Sunggono Bambang, 2016, Metode Penelitian Hukum, PT.RajaGrafindo Persada,
Jakarta: hlm 37
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1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan penelitian hukum
yang didasarkan kepada sumber formal. Dimana bahan hukum ini
mempunyai kekuatan mengikat.
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
¢) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
d) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
e) Permendesa PDTT Nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa tahun 2020.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat
hubungnya dengan bahan hukum primer yang bersifat menunjang
sehingga membantu dalam mengalisis dan memahami bahan
hukum primer. Dalam hal ini, yang digunakan penulis adalah
buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan lain yang

berhubungan.

. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan
standar untuk memperoleh bahan hukum yang dipergunakan, maka dalam

penelitian ini menggunakan teknis :
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a. Wawancara (interview)

Suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau
mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab pada
dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung
informasi. Diantaranya narasumber tersebut adalah:

1. Bapak Zoni Marjis Wali Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan

Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

2. Bapak Siswadi Ketua Badan Permusyawaratan Masyarakat

(BAMUS).

Dari sumber yang diperoleh tersebut penulis akan mengajukan
beberapa pertanyaan tentang penggunaan Dana Bantuan Pemerintah
Pusat yang berupa Dana Desa di Nagari Pasir Talang Selatan kepada
bagian hukum.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen
yang berhubungan dengan objek yang diteliti diluar dari data pustaka,
guna melengkapi data-data yang diperlukan sudah menjadi dokumen
dari negara baik berupa administrasi maupun undang-undang,
pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari
berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta dibutuhkan
dalam penelitian, yang dimaksud adalah berupa buku-buku ilmu
hukum, artikel hukum, jurnal hukum, media cetak dan atau media
elektronik, yang berkaitan dalam menentukan jawaban atas

permasalahan dalam penelitian ini.

10
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Studi dokumen merupakan data penunjang atau data
mendukung untuk memperkuat data primer yang penulis peroleh
dengan studi dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti.

4. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data
kualitatif. Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya
menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari,

dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lainﬂ

¥ Lexy J. Meleong, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Remaja Rosdakarya,
hlm 248
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